
INSTRUKSI N,!En*TERI DALAI\I NEdERI
NON,IOR 23 TAHUN 1996

TENTANG
SISTEM PENDATAAN KEGIATAN PEMERINTAH DESA/

PEN{ERINTAH KELURAHAN MELALUI PROGRAl\,t
KOI\,IPUTERISASI

l\{enimbhng : a. '  bahwa pelaksanaan Undans-undang Nomor
-5 Tahun 1979 diseluruh Wilayah Republ ik
Indonesia antara lain dimaksudkan _euna
mewujudkan Aparatur Pemerintah Desa/

- -  Ke lu rahan yang mampu melayan i  da4
n- )engavomi  masyarakat .  menggerakkan
prakarsa dan partisipasi masyarakat dalanr
p e m b a n g u n a n ser ta mampu
menyelenggarakan fungsi Pemerlntah Desal
Kelurahan secara efisien dan efelitif:

b .  perkembangan pen 1 'e  lenggaraan
pemerintahan dan pel aksanaan pemban gunan
d i t ingkat  Desa/Ke lurahan yang te rus
meningkat  menuntu t  penye lenggaraan
administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan
secara lebih tertib dan teratur dalam upaya
menu ju  Desa/Ke lurahan yang mampu
berfungsi sebagai sumber data dan informasil

bahwa untuk rneringankan beban tugas
Pemerintah Desa/Kelurahan dal am memenuh i
permintaan informasi data dari berbagai
instansi yang sifatnya berulang-ulang , perlu
dibangun adanya sistem pengolahan data
secara menyeluruh dan rnudah diperoleh
dengan akurat dan pasti terhadap kegiatan
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penvelenggaraan pemet-intahalr- pelaksanaan
p e m b a n g u n a n  d a n  P e m b i n d a n
kemasyarakatan:

bahwa dengan mensingat keterbatasan t ingkat

kemampuan Aparatur Pemerintah Desa/

Kelurahan. sarana dan prasarilna vane kurang

mencukrrpi ,  maka dalanr mempl 'oses data

secara tepat dan akurat perlu diprogramkan

p e n d a t a a n  m e l a l u i  p e r a n g k a t  p e r s o n a l

komputer yang terintergrasi antara masins-

masin-e Kabupaten/Kotamadl 'a Daerahh

Tingkat II, Propinsi Daerah Tingkat I dan

Tingkat Pusat dengan sistem rnterkoneksi:

bahwa sistem pendataan kegiatan Pemerintah

Desa/Ke lurahan mela lu i  Program

Komputeri sasi sebagai mana ditetapkan dalam

Instruksi N{enteri Dalam Negeri Nomor l4

Tahun 1992 perlu diadakan penyempurnaan

d a n  p e n y e s u a i a n  d e n g a n  t i n g k a t

perkembangan pembangunan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

to1o1-pokok Pemerintahan Di Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3937 );

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1 979 tentang

Pemerintahan Desa (Lembaran Negara RI

Tahun 1979 Nomor 56 Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 3153);

Peraturan:Menteri Dalam Negeri Nomor 4

Tahun"l984"t€niang Hak, Wewenang dan

Kewajiban' Kepala Desa/Kepala Kelurahan

sebaga i  p imp inan Pemer in tah  Desa

Pemerintahan Kelurahan :

1 .Mengingat

i
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Kepada

Untuk

PERTAMA

KEDUA

-5

Pelaturan Menter i  l )alam Negeri  Nomor 7
T a h u n  1 9 8 4  t e n r a n - s  p e m b i n a a n
P e n y e l e n g g a r a a n  P e m e r i n t a h a n  D e s a /
Pemerintahan Kelurahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 2g
Tahun rentang Kartu Induk Aparat penterintah
Desa,/Kelurahan:

Kcputusan L, lcnrcl i  Dalarrr  Ncgcr. i  Nonrt_rr.  - i
Tahun I  991 tan_egal -5 Juni l  991 tenrang
Pelak sanaan Adrn i n ist rasi Perneri ntahan Desa/
Kelurahan.

MENGINSTRUKSIKAN :

l .  Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
diseluruh lndonesia.

2. Para Bupati/lValikotamadt,a Kepala Daerah
Tingkat II diseluruh Indonesia.

Segera melaksanakan pengolahan daia kegiaran
penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
secara  komputer isas i  te rmasuk penyed iaan
perangkat keras dan perangkat lunak dengan
menggunakan data dan informasi yang bersumber
dari tingkat Desa dan Kelurahan;

Memer in tahkan para  Kepa la  Desa/Kepa la
Kelurahan diwilayahnya untuk segera mengisi
data sesuai dengan bentuk-bentuk formulir yang
terdapat dalam Form A I , Form A2, Form ,{3, Form
44, Form A5, Form ,46 dan Form A7 sebagai
bahan untuk pengolahan pada tingkat Kabupaten/
Kotamadya Daerah Tingkat II dan propinsi Daerah
Tingkat I yang bersangkutan dalam rangka pro-
gram pendataan melalui komputerisasi :
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Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 22 Agustus 1996

MENTERI DALAM NEbERI

Memerintahkan para Clnrat untuk mengkoordrnir

pen gisi an formul i r-f ormul ir sebagaimana dimaksud

Diktum Pertama dan selambat-lambanya dalam
jan-eka waktu 6 (enam) bulan sciak dikeluarkannya

lnstruksi ini harus sudah diterima oleh Pemeriritah

Daerah Tingkat I I  1 'ang bersangkutan:

Menyediakan dana melalui  APBD Tingkat I  dart

APBD Tingkat I I  t rntrrk pengadaan perangk at keras

dan perangkat lunak- guna menduktrng pelaksanaan

program s i ;s tem in fo rmas i  penS 'e len-egaraan

P e m e r i n t a h a n  D e s a / K e l u r a h a n  s e c a r a

komputerisasi:

Me laksanakan ke ten tuan-ke ten tuan da lam

Lampiran Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan

penuh tanggung 1awab.

trd

MOH. YOGIE S.M,

KI'TIGA

KEEMPAT

KELIMA
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LAN4PIRAN

TENTANG

INS' I 'RUKSI  I \4EN' I 'ERI  DALANl  NL,GERI
NOMOR :  23  Tahun 1996
TANCCAL :  22  Agustus  199( r
SISTE] \4  PENDATAAN KECIATAN PENlERINTAH DESA
P E M E R I N T A H  K E L U R A H A N  M E T - A L L I J  P R O G R A N 4
KOMPUTERISASI .

I. DASAR PE'\IIKIRAn-

l .  Aparatur Pernerintah pada semu;r t i r reki i tan harus nrakin
mampu melayani.  mengayomi dan menumbuhkan prakarsi /
partisipasi masyarakat dalam pembanguna, tanggap terhadap
pandangan-pandangan dan asp i ras i  vang h idup da lam
masl,arakat.

2. Usaha memperkuat dan memajukan Pernerintah Desa/
Kelurahan perlu di lanjutkan dan lebih dikemban gkan sehin gga
rnakin mantap dalam melayani dan mengayorni masyarakat,
menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalarn
pembangunan serta mampu menyelengarakan fungsr
Pemerintah Desa./Kelurahan secara efisien dan efektif.

3 .  P e r k e m b a n g a n  p e n y e l e + g g a r a a n  p e m e r i n t a h a n  d a s
pelaksanaan pembangunan ditingkat Desa/Kelurahan vang
terus meningkar menuntut penyelenggaraan administrasi
pemerintahan Desa/Kelurahan secara lebih tertib dan teratur
dalam upaya menuju Desa/Kelurahan yang mampu berfungsi
sebaga i  sumber  dan in fo rmas i  bag i  semub keg ia tan
pemerintahan dan pembantunan.

Hal itu penting, oleh karena keberhasilan penyusunan
perencanaan pada semua tingkatan pemerintahan mulai dari
tingkat DesalKelurahan sampai ketin gkat Pu sat berdasarkan
pada data dan informasi yang bersumber dari tingkat Desa/
Kelurahan.

4. DenganketerbatasantingkatkemampuanAparaturPemerintah
Desa/Kelurahan. sarana dan prasarana yang kurang memadai.
maka untuk melayani permintaan data dari  berbagai
Departemen/Instansi tidak perlu dilakukan secara berulang-
ulang. Dengan demikian Pemerintah Desa/Kelurahan hanya
melakukan pendataan yang dibuai secara berkala dan
disampaikan kepada BupatiAValikotamadya Kepala Daerah
Tin_skat II melalui Camat untuk selanjutnya data dimaksud
diolah di tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat il
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yang bersangkutan dan dinyatakan sebagai bank data kegiatan
Pemeri ntah Desa/Kelurahan.

U. PELAKSANAAN PENGOLAHAN DATA.

l .  Formul i r  i s ian  mode l  Form A l ,  ,A2 '  A3-  44 .  A-5 .  46  dan 47

. agar- disamparkan kepada Pemerintah Desa/Pemerintah
Kelurahan melalui  Camat untuk menjar ing selrua data dari
tingkat Desa/Kelurahan yang bersumber diri buku-buku reg-
ister' .Desa/Kelutahatt dan merupakan standar dasar dalatr-t
pc n gi  s ial i  pclrgol  ahan data nrc lalu i  progral t- ,  kot i ip i i ic i i  : is i .

2.  Formul irA I  .  ,A2, A3, A4, A5, 4.6dan A7 di is i  oleh Pemerintah
Desa/Pemerirttah Kelurahan. I (satu) rangkap dikembalikan
ke Kabupateni KotamadyaDaerah Tingkat Il dengan diketahui
Camat, I (satu) rangkap untuk arsip ditingkat Kecamatan dan
I (satu) rangkap lagi untuk arsip ditingkat Desa/Kelurahan.

. 3. Pengisian formulir-formulir dimaksud dilaksanakan secara
serent'ak dibawah koordinasi Camat dan selambat-lambatnya
dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Instruksi
Menter i  Dalam Negeri  in i  harus sudah di ter ima oleh
Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

4. Data ymrg telah terhimpun dari selunth0esa/Kelurahan yang
berada di bawah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
yang bersangkutan diolah dengan sistem yang telah ditentukan
melalui komputer oleh tenaga pengelola secara khusus'

5. Hasil pengolahan data di tingkat Kabupatent/Kotamadya
Daerah Tingkat II dilaporkan oleh Bupati/IValikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II kepada Gubenur Kepala Daerah
Tingkat I selanjutnya Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur
Jenderal PUOD, melalui media disket pelaporan.

6. Bila tedadi perubahan data ditingkat Desa/Kelurahan maka
setiap 3 (tiga) bulan sekali Pernerintah/Desa/Kelurahan segera
melaporkan kepada Bupati/lValikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II melalui Camat tentang perubahan data dimaksud

, , den-9an memper-qunakan formulir yang telah disediakan.

7 . Bagi tenaga-tenagapengelola data melalui perangkat komputer
dimaksud aga,rdisediakan oleh Pemerintah Daerah dan dilatih
seear€ khusus dalam rangka pembuatan sistem informasi
pepyelenggaraan pemeri ntahan Desa/Kelurahan. y an g untuk

, pela(s.anaannya akan diberikan petunjuk tersendiri.
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III. ]\{ODEI, FORN{ULIR

Bentuk-bentuk formulir data yan-e harus diisi oleh Pemerintah
Desur/Kelurahan terdiri dari :

l. Form A I disebut Formulir Data Aparat. terlarnpir.

2. Fornt A2 drsebut Formulir Data Lembaga Musyarvarah I)esa/
Musyawarah Ke lurahan dan Keputusan Desa/Kepa la
Kelurahan, ter lampir.

3.  Furrt i  A3 discbut Fulr t tul i r .  Darta Wilav.r l r iKcpcrrdut iukart .
ter lampir.

1. Form A4 drsebut Formulir Data Kekayaan Desa/Kelurahan.
ter lamPir.

,5. Form ,A5 disebut Formulir Data Sarana dan Prasarana Desa/
Kelurahan, terlampir.

6. Form 46 disebut Formulir Data Penerimaan Desa/Kelurahan.
terlampir.

7. Form A7 disebut Formulir Data Pengeluaran Rutin dan
-- Pembangunan Desa/Kelurahan, terlampir.

[ \ , .  P E N  U  T U  P

L DenganditetapkannyaInstruksiini,makaketentuan-ketentuan
yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dal am Negeri Nomor
l4 Tahun 1992 sepanjang menyangkut ketentuan mengenai
sistem pendataan kegiatan Pemerintahan Desa./Kelurahan
melalui program kornputerisasi dan pengadaannya dinyatakan
tidak berlaku lagi.

2.  Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  dan Bupat i /
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II bertanggung j awab
dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Menteri
Dalam Negeri.

3. Direktur Jenderal PUOD memberikan petunjuk secara teknis
dan melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan Instruksi
ini .

MENTERI DALAM NEGERI
rrd

MOH. YOGIE S.M.
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